Menimbang -

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA

. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

tertib administrasi  perijinan dibidang Usaha Perdagangan,
maka periu distur penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan di
wilayah Kabupaten Jepara ;

. bahwa Izin Usaha Perdagangan merupakan kewenangan baru

bagl Kabupaten Jepara ;

. bahwa berdasarikan perimbangan huruf a dan b, maka untuk

pelaksanaan |zin Usaha Perdagangan serta penarikan
Retribusinya, maka periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tangah ;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1882 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Megara Momor 3214) ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

{Lembaran MNegara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502} ;

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1885 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomeor 13, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 3587) ;

. Undang-Undang MNomor & Tahun 1885 tentang Usaha Kecil

{Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nemor 3611} ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1987 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1897 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;



7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1587 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara 3685)yang telah dirubah dengan
Undang undang MNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran MNegara
Tahun 2000 Momor 246 , Tambahan Lembaran Negara Momor
4048) ;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1888 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3839) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1857 tentang Penyaluran
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1857 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 1857 (Lembaran Megara Tahun 1857 Nomor
150, Tambahan Lembaran Megara Momor 1467) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang
Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan
{Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Megara Momor 3113) sebagaimana telah beberapa kall diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1588
{Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3805} ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Megara
Tahun 1989 Nomor 17, Tambahan Lembaran MNegara Nomor

3806) ;

12.Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 1987 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1887 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3892) ;

13.Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

14.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1989
tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak
Berjangka ;

15.Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan
Menteri Keuangan Nomor 275/Kp/NVIV1880 dan Nomor
395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib
Pajak { MPWP ) pada Surat ljin Usaha Perdagangan ( SIUP ) ;

16.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
254/MPP/Kep/7/1987 tentang Kriteria Indusiri Kecil dan
Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian

dan Perdagangan ;



17.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
S91MPP/Kep/ 101999 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Surat ljin Usaha Perdagangan { SIUP } ;

18.Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1997 tentang
penyidik Pagawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19.Keputusan Mentari Dalam Megeri Nomor 174 Tahun 1887
tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987
tentang Tata cara pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

21 .Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara MNomor 6
Tahun 1890 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Parnarintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Japara ;

22 Peraturan Dasrah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000
tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dan Sakretariat DPRD.

Dengan Parsatujuan Dewsn Parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Menestapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI 1IN USAHA PERDAGANGAN
BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Paraturan Deerah inl yang dimaksud dengan :

;
2,
3.

Daarah adalah Daarah Kabupaten Jepara |

Bupati adalah Bupati Jepara ;

Perusahagn adalah sefiap usaha yang menjalankan sefiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Irndonesia untuk Wjuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

. Cabang Perusahaan adalah Perusahasn yang merupakan unit atay

baglan dari Perusahaan frduknys yang dapat berkedudukan ditempat
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk
malaksanakan sebaglan tugas dari Parusahaan Induknya ;

Perwekitan Perusahaan adalah perusahnan yang berindak mewakili
Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesual wewenang yang diberikan ;
Pardagangan adalah kegiatan jual bell barang atau jasa yang
dilakukan secara terus menaerus dangan tujuan pongalthan hak atas
barang atau jesa dangan disertai imbahan atau kompensasi |



. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam
perusahaan yang meliputi Perubahan Mama Perusahaan, Bentuk
Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung
Jawab, Alamat Pemilik/Pemanggung Jawab, NPWP, Modal dan
Kekayaan Bersih ( nette ), Kelembagaan, Bidang Useha, Jenis
Barang/Jasa Dageang Utama ;

. Parwakilan Perusahaan Yang Diuniuk adalah Perusahaan yang
diberi kewenangan bertindak uniuk mewakdli Kantor Pusat
Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.

. Badan adalah sekumpulan crang dan/atau modal yang merupakan
kezatuan baik yang melalurkan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Persercan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs!, Koperasl, Dana Pensiun,
persekutuan, perkumpuian, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosial poliik atau organisasl yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap serta bemuk Badan lainnya ;

10.Izin Usaha Perdegenpan yeng selanjutnya disebut SIUP adalah izin

untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;

11.Reftribusi Izin Ulsaha Perdagangan yvang selanjutnya disebut Retribusi

Daerah adalah Pambayaran atas pemberian lzin kepada Orang atau
Badan yang akan menyelenggaerakan Usaha Perdagangan ;

12.Perizinan Terentu adalah kegiatan terfenty Pemerintah Daerah

daltam rangka pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk  pembinasn, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, sarana atau fasllitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian fingkungan |

13.5urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adaleh surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah retribus!
yang terhutang;

14.Surat Tagihan Retribusi Daersh yang selanjuinya disingkat STRD

adalah surat unbuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB I
MAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUGI DAERAH
Pasal 2

Dengan nama Reftribusi kzin Usaha Perdagangan dipungut Redribusi

Daerah sabagai pembayaran atas Pemberian SIUP kepada orang pribadi

Eu badan untuk menyslenpgarakan usaha perdagangan dalam Wilayah
arah.

Pasal 3

Cbyek Retribusi adalah pemberian SILP



Pasal 4

Subyek Retribusi adatah orang pribadi atau badan yang memperoleh
SIUP

Pasal 5

Woajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian SIUP,
BAB Nl

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal &

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan
tertentu.

BAB IV

KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
sSiuP

Pasal 7

(1) Setlap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan
Usaha Perdagangan, walib memperoleh SIUP.

{2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. SIUP Kecil
b. SIUP Menengah
c. SIUP Besar.

(3) Bupati berhak menghentikan Usaha Perdagangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) yang tidak mempunyai SIUP.

{4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP sebagaimana
dimaksud daiam ayat (1) diatur clah Bupati.

Pasal &

(1) Setlap orang atau Badan yang melakukan keglatan Usaha
Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netio)
seluruhnya sampal dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib
memperoleh SIUP Kecil.

(2) Setiap Orang atau Badan vang melakukan kegiatan Usaha
Perdagangan dengan moda! disetor dan kekayaan bersih (netto)
seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampal
dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan fempat usaha, wajib memperoieh 3SIUP
Menengah.



(3) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha
Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto)
sefuruhnya diatas Rp. S00.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh
SIUP Besar.

Pasal 9

{1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan perubahan modal dan
kekayaan bersth (netto) balk karena peningkatan maupun penurunan
vang dibuktikan dengan Akle Perubahan dan atau Neraca
Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 8

{2) Setlap Orang atau badan yang memperoleh SIUP apabila melakukan
perubahan Perusahaan selain dimaksud avat (1) selambat-lambatnva
3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan parubahan, wajib mengajukan
perubahan SIUP,

Pasal 10

{1) Apabila 3IUF yang telah diperoleh hilang, rusak dan atau tidak
tarbaca, pemilik SIUP harus mengajukan permintaan paenggantian
SIUP secara terfulis Kepada Bupati.

(2) Tata cara Perubahan dan penggantian SIUP scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan 10 ayat (1) distur kemudian oleh Bupati.

Pasal 11
(1) Dibebaskan dar kewajiban mempercich SIUP adalah :

a. Cabang / Perwakilan PFerusahzan yang delam menjaiankan
keglatan  Usaha Perdagangan mempergunakan  SIUP
Perusahaan Pusat |

b. Peruseshaan Kecil Perorangan yvang memenuhi ketentuan
sebagai bailkut .

1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekuiuan |
2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendirl cleh pemiliknya atau
dengan memperkerjiakan anggota keluarga / kerabat terdekat.
¢. Pedaganga Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan
atau pedagang kaki lima.

{2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh vyang
barsangkutan,

Pasal 12

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka
komodit.



Pasal 13

(1) BIUP bertaku berdasarkan tempat kedudulan {domisili) perusahaan
dan berfaku di seluruh wilaysh Republik Indonesia.

(2) SWP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih
menjatankan keglatan usaha Perdagangsan.

(3) Setiap 5 (iima) tahun pemilik SIUP wajib mendaftarian ulang.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis SIUP vang diberikan

BAB W1

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 15
(1) Prinslp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
refribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
sama dengan biaya penyelenggaraan pambaerian izin.
(2) Blaya sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1 ) meliputi kemponen
biaya pendaftaran, administrasi dan cperasional.
BAR VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS! DAERAH

Pasal 18
{1} Strukiur dan besarmya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
a. SIUP Kecil Rp  50.000-
b. SIUP Menengah Rp 100000 -
c. SiUP Besar Rp 200.000.-
(2) Untuk Pendaftaran Ulang dikenakan Retribusi sebesar :
a. SIUP Kecil Rp  30.000-
b. SIUP Menangah Rp 75.000-

c. SIUP Besar Rp 150.000-



BAB Vil
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17
Retribusi tatutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH
Pasal 18

(1) Masa rofribusi Daerah adalah 6 (enam) butan terhitung sejek tanggal
SIUP dikeluarkan.

{2} Setelah lowat jangka waktu sebagaimana dimaksud datam ayat (1),
maka hak untuk memanfasikan SHJP menjadl gugur.
BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18
Retribusi Daerah dipungut di wilayah Dasrah

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Fasal 20
(1) Pungutan Retribusl Daerah tidak boleh diborongkan.
(2) Refribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yany dipersamakan.
BAB XH
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
{1} Pembayaran rebibusi yang terhutang harus diunasl seknfigus
e ety retiibial Desrah skl di Ka Daersh s Wipst

lain yang ditunjuk sesual waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipsrsamakan.



{3) Dualam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimanan retribisi Dasrah  harus disstor ke Kas Daerah
selambat-lambatnys 1 » 24 jam atau dalem wabdu yang ditentukan
oleh Bupati.

BAR X
SAMNKS] ADMINISTRAS]
Pasal 22

Calam hal wajib retibusi tidak membayar lepat wakiu atau kurang
membaver, dikenskan sanksi adminsitrasi borupa bunga sebesar 2 %
{dua prosen) sefiap bulan darl retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunatan STRD

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasai 23

(1) Pengeluaran Surat Teguran afau peringatan atau surat fain yang
sejenis sebagali awal tindakan pelaksanzan penagihan refribusi,
dikeluarkan sepema seteloh 7 (wjuh) her sejak jatuh tempo
pembayaren.

(2} Dalam jangka wakfu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
peringatan atau surst lain vang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi terhutang.

(3} Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud
ayat (1} diksluarkan olsh Pejebat yang ditunjuk.

Pasal 24
Bentuk formullr yong dipergunskan untuk pelaksansan penagihan
Reiribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) akan
diiatapkan olah Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGAMNAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

{1) Bupati dJapat membeiikan pengurongan, kefinganan dan
pembabaesan retribus] Dasrah.

{2) Tatacara pemberian pengurangan, koringanan dan pembebasan
retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) diictapkan oleh Bupati.



BAB XM
KADAL LWAREA
Pasal 26
{1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaul jangka
wakiu 3 fliga) tahun, terhitung selak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apablla wajip refribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribus!.
{2} Kadaluwarsa penagihan refribusi dimaeksud ayat (1), tertangguh
apabila :
a, Diterbitkan Surat Teguran, atau ,

b. Ade pengakuan hutang retribusi dar waijlb retribusl balk langsung
maupun tidak iangsung.

Bad Xvil
FELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
(1) Waiib Retribusi Daerah yang fidak melaksanakan kewajiban
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kall
jumiah Retribusi Daerah yang terhidang.
{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XiX
PENYIDUKAN

Pasal 29

(1} Pajabat Pagawai Megeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewanang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
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(2) Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Menerima, mencari, mangumpulikan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menyadi leblh lengkap
dan jelas;

Menalii, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuaian yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

Meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

Memeriksa buku-buku, catstan-catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatian bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuges
penyidikan tindak pidana di bidang refribusi;

Menyurih berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang den atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas,

Memotret seseorang yang berkaitan dengan findak pidana
retifbusl;

Mamanggil orang untuk didengar ketersngannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
findak pidana di bidang refribusi menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawablan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikan kepada
penuntut umum sesual dengan Undang-Undang Momor 8 Tahun
1881 tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Selelah berakunya Peraturan Daerah inl, setiap pemilik SIUP wallb
matakukan pendaftaran ulang.



BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Hal — hal yang belum diatwr dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut oleh Bupati,
Pasal 32
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahulnya, memenintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerak,

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 September 2001

BUPAT! JEPARA

-

Drs. SOENARTO
Diundangkan di Jepara
Pads tanggal 22 Septamber 2001
SEKRETARIS H

Tirs. HENDRO MARTOIO
Pambina Tk. |
NP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 15
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAFRAH K ABUPATEN JEPARA
WNOMOR, 13 TAHLUN 2001

TEMTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

PENJELASAN UMUM

Untik menjamin adanya kepastian Berusaha dan sebagai alal bagi  Pemerintal
Dagrah dalam membina dan mengembanglin usaha perdagangan di daerah diperfukan
adanya pengaturan petizinan dibidang Usaha Perdagangan.

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dimakeudkan uank -
Legalitas usaha :
Alat pembinamn dan penatezan bagi Pemerintah Daerah bagi Usaha Perdagangan di
Dargrah |
3. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi peruzabaan.

P

Untuk maksud tersebut SIUP diterbithan dengan prosedur sederhana dan beriaku umum
Agar dapatl mendorong tercapainya iklim psaha yimg kondusif dalim pengembangan psaha
perdaganzan,

Erin Usaha Perdagangan selama ind merupakan kewenangan Pemenintah Propinsi.
Dengan berdaknmva Undang-vndang Nomor 22 1ahun 1999 lenting Pemerintahan Diperah
sefta Perafiran Pemedntah Nomor 25 Talun 2000 vang mengalue kewenangar
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerzh otonem. izin Usaha Perdaganpan
merupakan kewenangan bagt Pemerintah Kabupaten maupun Kota,

Dalam rangka pemberian Izin Usaha Perdagangan di Kabuvpaten Jepara, serta
dalsm penarikan retribusinya periu diatur dan ditctapkan dengan Peraurin Daerah,

- PENJIET.ASAN PASAL DEMI PASAT.

Pasal 1 & 19 : cukup jelas

Fasal 20 ayat (1) + yang dmaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh

proses  kemiatan pungutan Retribusi daersh  Hdak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga, namug dimungkinkan adanya
kerjia sama denpan pihak kefign dalam proses pemimgutan
rolvilvisd antagy fain pencetakan formulis, pengiritman supai-
surat kepada wajib retbusi, alau menehimpun data Obwyek
reiribus dan Subyck retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikcrjasamakan  dengan  pihak
ketign  adalah  kepiatan penghifungan besamya  retribusi
terutang, pengawasan, ponyuluhan reibusi dan penmarikan
redribusi,



kurtnewi.
cukup jelas



